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Jutaan pasang mata
terkesima melihat
ratusan anggota DPR
berjoget ria saat sesi
penutupan Sidang
Tahunan MPR dan
Sidang Gabungan
DPR DPD pada 15
\gustus 2025
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tak punya nurani dan empati
disi hmp.s.: yang terpuruk, me
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DPR-DPD adalah furum resmi negara
¢ berlangsung setahun sekali di tem-
ang sakral dan dihormati

.\p. agi. Gedung Nusantara tempat
I\crmnpunuu_n Sidang Tahunan MPR
dan Sidang ungan DPR-DPD te
but adalah saksi bisu tumbangnya re:
otoriter Orde Baru saat mahasiswa dan
puluhan ribu massa rakyat menduduki-
nya pada 18-19 Mei 1998,

Episentrum korupsi
Tak elok rasanya jika sebagian anggota
DPR berjoget tika hasil perjuangan
reformasi mahasiswa dan massa rakvat
masih jauh panggang dari api.
Karena itu, aksi demo dan unjuk rasa
vang berulang di depan DPR. termasuk
& berlangsung pa |
harus dibaca sebagai "
had.lp rt‘nd.lhnv.x sensi

" ter-
tas j_)l’H atas
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partai politik di Senayan.
Rakyat telah kehilangan harapan terha-
dap para wakilnya di DPR.

Tidak mu;an rankan jika tingkat ke-
percayaan publik terhadap DPR dan
partai [.lk pernah membaik. Survei ter-
dilakukan Indikator Politik
pada Januari 2025, misalnya,
t. DPR dan parpol adalah lem-
haga negara dengan tingkat Kepercayix
z u.-nd.;h dari 11 Iumlmga yang
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wa berurutan ad

ejaksaan Agung. \1h MPR,

DPD. KPK, pengadilan, dan Polr.

Sebagai wakil rak yang memper-
oleh ﬂ\.ﬂlddl politik melalui pemilu, tu-
Has pa lah memperju-
1n;d-mn cita-cita kmdll an dan ki
raan yang belum kunjung bisa diwujud-
k.m meski usia Rl sudah 80 tahun
lih berpikir dan ber
nulungkﬂk.m kese|

nambah pund
fasilitas kenyar
gota DPR sendiri,

Terakhir, para anggota DPR meneri-
ma penambahan tunjangan perumsal
senilai Rp 50 juta per bulan di te
upaya ;:cnwmnlall l“t‘Il)ZUI.II'\:EI belanja
d.d umn rlm.}e.

#

lh.sl n Iun}.uu.,.m bagi \ﬂkll rakyat
cu protes keras wairga:

. berdusarkan  data Kémpos

8, 5). total gaji ‘dan’ tunjangan

m;,;,nl.n DPR sudah cukup besar, sekitar

Rp 230 juta per bulan, atau setara 105

Fawn Tengah, ya e Rp 2,17 juta
per bulan. Penghasilan anggota I\c
ni pun belum termasuk biay
an dinas dan honer-honor kd\.z.dlr.m
1 berbagai rapat ditlingkungan ko=
dan badan-badan PPR
Ironisnya, meski penghasilan _sudah’
besar, para pol partai di DERhari ini
adalah salah satu epizentrum korupsi di
Indonesia. Secara_sadar, sebagian dari
mereka justru menceburkan diri dalam
kubangan korupsi.
Begitu tingginya tingkat korupsi t‘!z

vingi dan  kabupaten /kota)
serta dipenjara KPK karena Kkorupsi.
Sebagian di antaranya bahkan melaku-
kan korupsi secara berjemaah.

Jika dahulu korupsi berjemaah hanyva

ditangkap

terjadi dan dilakukan anggota DPRD,
akhir-akhir ini korupsi berjemaah juga
berlangsung di DPR.

n korupsi pengadaan KTP-el yang
melibatkan 51 anggota Komisi 11 (peri-
ode 2014-2019) yvang juga menjerat Ke-
tua DFR Setya Novanto, saat ini 44
anggota Komi XI DPR (2019-2024)
diduga kuat terlibat korupsi dana corpo-
rute social responsibility (CSR) Bank Tn-
donesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) periode 2020-2023.

Dua anggota Dewan telah ditetapkan
sebagai tersangka, tetapi belum dilaku-
kan penahanan atas mereka. Menurut
penyidik KPK, dua anggota DPR yang
sudah berstatus tersangka itu mengaku
menerima Rp 28,38 miliar dana CSR Bl
dan OJK

Kinerja buruk
Ironisnya.
penghasilan  be-
sar dan berbagai
fasilitas  melim-
pah vang mele-
kat pada para
anggota  Dewan
itu  berlan,

14
DPR. Dari
kuantitas,
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ti oleh peme-
Prolegnas

diterbitkan m

Itu artinya
vang bisa diselesaikan III‘II(I. i re
Prolegnas, periode 2019-20
nyi. DPR menvelesaika
mul'll:f hrhuk'L km RLILY y‘lnu d]'lju-

ihim pc rj m_|un inte
. pembentukan daerah otonony banl
tindak lanjut-putusan. MK, dan sete-

maupun hasilnya. Dari segi proses. parti-
sipasi publik secara bermakna  kian
memburuk. Sebagian RUT bahkan diba-
has secara diam-diam, cenderung tertu-

cial review \Idhk.ln'l:lh Konstitusi
wleh berbagai elemen masyarakat sipil.

Salah satu ULl yang sering dimohon-
kan untuk diuji oleh MK adalah UU No
11,2020 tentang Cipta Kerja yang dinilai
publik tak berpihak pada kepentingan
buruh. Terkait UU TNI yang baru, \.lkm
U No 3/2025, berbagal
rakat bahkan sudah men: &
honan uji ke MK sebelum UL tersebut
memiliki nomor dan belum terdaftar
dalam Lembaran Negara RI.

inerja DPR
au dari fungsi kontrol atau peng-

realitasnya lebih buruk lagi
atkan  pemerintah
3 berbagai kebijakan vang keliru, DPR
hari-hari ini justru lebih tampil sebagai
j icarn atau "humas” pemerintah
ketimbang menjadi perpanjangan aspi-
rasi dan kepentingan rakyat.

Prinsip saling mengawasi secara se-
imbang (checks and balances) vang se-

mestinya  diimplementa-
sikan DPR untuk men-
cegah pemusatan kekua-
n dan kesewenang-we-
nangan Presiden hampir
tidak pernah digunakan.

Komentar absurd

Di tengah kck waan
rakyz dan
kinerja yang belum mem-
baik dan masih maraknya
korupsi di DPR. sejumlah
anggota  Dewan  justru
melontarkan berba;

1 . dan usulan yang tak
absurd, tetapi juga cenderung
neh dan tak ma kal. Berbagai
khir-akhir

Salah seorang pimpinan Komisi [11
DPR. Ahmad Sahroni, misalnya. meng-
usulkan agar KPK be rkomunikasi terle-
hih dahulu dengan pimpinan parpol jika
hendak ugkap kader p..lrpn] yang
terjerat korupsi. Usuls
Partai Nasd, J

yang perlu respons dan penanganan luar
biasa pula sehingga mustahil KPK me-
i bos parpol sebelum menang-
kap mereka.

Seorang wakil rakyat lainnya dari
PKB, Nasim Khan, mong‘nsulk.m peng-
adaan gerbong kereta khusus bagi pe-
rokok. Anggota Komisi VI DPR tersebut
-.nnh pura-pura tidak tahu atau tidak
itif terhadap dampak besar konta-
minasi asap rokok bagi merel mng
tidak merokok. Apalagi, jelas kebijakan
pemerintah ke depan mengarah pad:
transportasi publik yvang bukan hanya
bebas rokok. melainkan juga nyaman
dan sehat bagi semua.

Sementara itu, komentar Wakil Ketua
DPR Adies Kadir viral di media sosial
kares wkil dari
P Golkar ini dinilai keliru oleh war-
ganet. Adies Kadir semula berpendapat
A tunjangan rumah Rp 50 juta per
bulan masih kurang jika diasumsikan biaya
kos di Jakarta sekitir Rp 3 juta per hari

Walaupun akhirmya meralat dan min-
ta maaf, komentar nvelench seperti itu
tak perlu terjadi jika para wakil rakvat
memiliki kepekaan dan benar-benar me-
nyelami denyut nadi dan penderitaan
mayoritas rakyat yang diwakili.

Lalu apa yang masih bisa diharapkan
dari DPR dan para anggota
rang-Kurangnya, menurut saya, px
kil rakvat perlu belajar memiliki ser
dan rasa malu agar fenomena
berjoget ria serta pandangs rd dan
nveleneh tidak perlu terulang lagi.
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